TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH
TERHADAP IMPLEMENTASI PP NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA

MILIK DESA

(Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syari’ah

Oleh:
MUHAMMAD FADHLI ARDIANSYAH
NPM : 1821020414

WY

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2023 M



TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQIH SIYASAH
TERHADAP IMPLEMENTASI PP NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA

MILIK DESA

(Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syari’ah

Oleh:
MUHAMMAD FADHLI ARDIANSYAH
NPM : 1821020414

A "'Pembim.bing I :Dr. M. Yasir Fauzi; S.Ag..MH. '

Pembiw. Yasin PMH

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H /2023 M



ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga
usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa
dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu BUM Desa juga
berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan
masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
bagaimana Implementasi PP No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha
Milik Desa Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat serta bagaimana Tinjauan Figih Siyasah Tanfidziyyah
terhadap Implementasi PP No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha
Milik Desa Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
Hukum Positif terhadap Badan Usaha Milik Desa di Pekon Balak
Kecamatan Batu - Brak Kabupaten Lampung Barat dan untuk
mengetahui_Figih Siyasah Tanfidziyyah terhadap Badan<Usaha Milik
Desa Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung
Barat. ol y

. Penelitian ini-. termasulk - dalamy, penelitian <lapangan (field
researeh) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsuag terhadap
peristiwa danm~data-data.lapangan. Sumber. data datam pénelitian ini
terdiri dari data itu data yang di ecara langsung dari
hasil penelitianmdan data nder adalah kesaksian atau
data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.
Sumber data yang diperoleh secara langsung mencakup dokumen-
dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau
elektronik, undang-undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi
dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa tersebut
belum dilaksanakan dan diterapkan dengan baik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku karena dalam penerapannya masih dapat
kendala yang terjadi seperti pengelolaan BUM Desa masih belum
memiliki kemampuan dalam sistem administrasi dan laporan maka
masih belum terlaksana dengan sempurna sehingga beberapa program
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yang diterapkan masih belum semua berjalan sesuai dengan ketentuan
yang diterapkan dalam perspektif Figih Siyasah pelaksanaan tersebut

belum dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan Figih Siyasah
Tanfidziyyah.

Kata Kunci: BUM Desa Tunas Selalau Pekon Balak
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum dijelaskan keseluruhan proposal ini, terlebih dahulu
akan dijelaskan pengertian maupun penegasan judul skripsi dengan
tujuan agar menghindari kesalahpahaman. Judul skripsi ini yaitu:
“Tinjauan  Hukum  Positif dan Figh Siyasah Terhadap
Implementasi PP Nomor 7/ Tahun 2021 Tentang Badan Usaha
Milik Desa” (Studi Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat) oleh karena itu ditemukan kata-kata
penting atau istilah. Adapun penegasan judul tersebut ialah :

L.

Tinjauan ialah hasil peninjauan ataupun pandangan
pendapat (setelah penyelidikan, mempelajari dan lain
sebagainya).!

Hukum Positif-.ialah hukum-yang berlaku saat ini disuatu
tempat baik hukum itu berasal dari-hukum yang lama yang
masih ditetapkan berlaku maupun hukumsyang baru yang
juga ditetapkan berlaku.? ’
Figih Siyasah jdlah Suatul aspek hukum Islam mengenal
pengurusan-. idafi'" pengaturan hidup manusia’ dalam

. bernegara untuk mendatangkan kemaslahatan,séhdiri.®

Implementasivialah dalam_kamis.hukum indonesia adalah
peanaksanaWuran atau undang-
undang yang telah "dibuat*oleh pemerintah atau badan
hukum yang berwewenang.*

BUM Desa ialah lembaga usaha milik desa yang dikelola
oleh masyarakat dan pemerintahan desa.

L Anton Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Badan
Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan,

2002), 4.

2 Kelsen, “ General Theory Of Law and State ," Hans, 2007
Https://Id.Wikipedia.Org/w/Index.Php?Title=Hukum_positif&action=edit&section=1

8 Muhammad Iqbal, Figih Sivasah : Kontekstualisasi Doktri Politik Islam
(Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

4 R. Soesilo, Kamus Hukum indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), 8.
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B. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga
usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa
dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa merupakan
pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga
sosial. Selain itu BUM Desa juga berperan sebagai lembaga sosial
yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya
dalam penyediaan pelayanan sosial.’

Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang
berhubungan dengan masyarakat dan secara langsung menyentuh
kebutuhan ekonomi masyarakat, Menurut Pasal 1 Angka (6)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tertulis Badan
usaha milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan,
dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.’

Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasal 117
dan Pasal 185 disebutkan bahwa BUM Desa adalah Badan Hukum
yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna
mengelola usaha, aset, mengembangkan investasi dan
produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau usaha lainnya
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. kemudian
dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

PP No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa merupakan aturan
pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa adalah badan hukum dan bukan lagi sebagai badan
usaha BUM Desa secara mandiri mengelolah aset desa, mengelolah
usaha, dan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga perusahan,
dan lembaga-lembaga swasta lainya dengan tujuan dapat

® Widiyanata, Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 3.

® pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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meningkatkan sumber daya manusia dalam melahirkan ide-ide
yang kreaktif dan inovatif untuk mengembangkan potensi-potensi
Desa.’

Maka potensi yang ada harus dimanfaatkan dengan efektif dan
efisien. Untuk itu hadirnya BUM Desa merupakan pelaku kegiatan
ekonomi yang penting di dalam perekonomian Nasional, yang
memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia.
Menurut Berlian, BUM Desa dapat digunakan sebagai salah satu
langkah yang strategis untuk mengumpulkan kekayaan yang
dimiliki oleh Desa menjadi satu lembaga proposional yang dikelola
secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah Desa.®

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang
baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk
tumbuh dan berkembang. BUM Desa dalam melaksanakan
kegiatannya dikelola oleh Desa (unit pembiayaan) sebagai unit
yang melakukan transaksi berupa_simpan pinjam. Jika lembaga
tersebut bekerja ~dengan baik dan didukung kebijakan yang
memadaismaka pertumbuhan ekonomi-pedesaan jakan tergerak ke
arah’ yang 'lebih baik sehingga meningkatkan 'kesejahteraan
masyarakat Desa. ANV :

_ )\ Keberadaan BUM Desal di- Pekon-Balak juga memberikan
sumbangan yang.berarti dalam meringankan kehidupdn ekonomi
masyarakat melaluivsprogram _pelatihan, penyuluhan agar
masyarakat I, pemaham ilan pembangunan
dalam masyarakat tidak*selalu ditentukan oleh tersedianya sumber
dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh
peran serta respon masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan
merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau
masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar
mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan
kualitas hidupnya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Badan Usaha Milik Desa

8 Hasbullah Bin Abdullah, “Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di
Desa Jatirejoyoso,” Journal of Governance Innovation, Volume 3 Nomor 2
(Desember 2021) : 205, Https://MWww.Neliti



Kehidupan yang layak dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat
yang menjadi tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kelemahan pembangunan pada tingkat Pekon antara lain
disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia
yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persolan
perekonomian. Pembentukan dan pengelolaan BUM Desa ini
didasarkan pada kebutuhan dan potensi serta untuk mengatasi
masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Mengingat potensi
pertanian di Pekon Balak yang sangat berlimpah seperti kopi,
sayur, jagung, kedelai dan ubi untuk mengatasi hambatan yang
dirasakan oleh masyarakat. Berangkat dari adanya potensi dan
kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut yang jika dikelola
potensi dengan tepat akan menggerakkan roda perekonomian di
Pekon Balak sehingga dapat mewujudkan serta mengatasi
permasalahan yang ada dan dapat menjadikan kehidupan yang
sejahtera bagi masyarakat-Pekon Balak.

Di kabupaten "Lampung Barat Provinsi Lampung yakni
tepatnya diskecamatan Batu Brak Sektor pertanian dan-perkebunan
merupakan penunjang perekonomian terbesar “penduduk _di
kecamatan Batu Brak Pekoh Balak me'mpunyai sumber daya“alam
yangbanyak dengan hasil'péftanian dan‘perkebunan:

Al-Quz’an menjelaskan bahwa kesejahteraan sudahgdda pada
zaman Nabi Muhammad saw, dan menjadi=misi bagi keseluruhan

Nabi MuhammWimana dWm firman Allah
swit.

By 636 © [ g S dazg 20T B 286 s
“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di
muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber)
penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (Q.S Al-Araf (206)
:10).

Jika dilihat dari segi Figih Siyasah Tanfidziyyah kebijakan
(politik pelaksanaan perundang-undangan) dalam perspektif Islam
tidak terlepas dari Al-Quran, Sunnah Nabi, praktik yang
dikembangkan oleh al-khulafa’ al-Rasyidun, dan pemerintahan
Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah merupakan kajian
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yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad
saw beserta pengikutnya menetap di Madinah. Siyasah
Tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem
pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang pelaksanaan
perundangan. Hakikat dari maslahah adalah “Sesuatu yang baik
menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan
(jalb almasalih aumanfa’ah) atau menghindarkan keburukan
(dar’al- mafasid) bagi manusia.’

Pemerintah Islam bertanggung jawab penuh dalam menata
perundangan negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua
golongan masyarakat. Islam tidak membenarkan pemilikan aset
kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya
semata ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam
menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk di
muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam
mencapai maksud tersebut adalah_memberatas. kemiskinan dalam
masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui
pengeluaran dan belanja negara. Ini tidak hanya=melalui zakat

n. tetapi juga sumber-sumber keuangan negara lainnya. :

Negara harus dapat memenu_hla kebutuhan asasi‘masyarakatnya

“yang meliputi kebutuhafmakanan, ‘perumahan.yang nyaman dan
séndéng atau pakaian yang cukup. Dalam.hal ini, belanja negara
ditujukan untuk menciptakan suasanatdan. iklim yang wajar dalam

penataan dq semua’tersebut, ditengah
masyarakat. Dalam kondisi Kritis,” seperti krisis ekonomi atau

bencana alam, pemerintah berkewajiban langsung mengeluarkan
belanja negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan pokoknya.™

° Nurul Huda, Jayusman, “Perspektif Maslahah Terhadap Pertimbangan
Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan
Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” Jurnal Ijtimaiyya,Vol.14 No.2 (2021): 253.
https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119

O Dwi Susilowati, “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa dalam
Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekomi Islam” (Skripsi, UIN
Raden Intan Lampung, 2020), 23.



Berdasarkan latar belakang penulis memiliki ketertarikan untuk
lebih lanjut mengetahui Badan Usaha Milik Desa dengan
mengambil studi di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak Kabupaten
Lampung Barat yang merupakan salah satu desa yang
mengimplementasikan BUM Desa tersebut dengan mengangkat
judul penelitian.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian
Fokus penelitian ialah menetapkan wilayah spesifikasi yang
akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan
(Field Research). Di Pekon Balak Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat) Maka peneliti terfokus pada
masyarakat dan Badan Usaha Milik Pekon tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi PP No. 11-tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Pekon Balak Kecamatan
Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

2., Bagaimana ' Tinjauan Figih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap
Implementasi PP No/ 4 tahung2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (BUM. Desa) Di Pekon. Balak KecamatandBatu
BraksKabupaten.Lampung Barat? '

E. Tujuan Penelitm f
1. Untuk Mengetahui um Positif Terhadap Badan Usaha

Milik Desa (BUM Desa) Di Pekon Balak Kecamatan Batu
Brak Kabupaten Lampung Barat.

2. Untuk Mengetahui Figih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Pekon Balak
Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi informasi awal bagi
pihak yang ingin mengkaji masalah ini dan bagi masyarakat
kegunaan penelitian ini  dimaksudkan dapat memberi
pemahaman tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).



2. Secara Praktis

Sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya terkhusus untuk
penelitian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai
syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitan Terdahulu Yang Relevan

Dari Hasil penelitian, ditemukan bahwa penelitian terkait

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Pekon Balak Kecamatan
Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sudah banyak dilakukan oleh
peneliti. Ditemukan Beberapa buku, jurnal, skripsi dan lainnya.
Untuk mempermudah pemetaannya, Peneliti melakukan Klarifikasi
terhadap beberapa dokumentasi yang peneliti temui, yaitu :

L.

Skripsi yang ditulis oleh Rohman Naufal, Politik Hukum
Pemerintahan Desa Menuju Desa Otonom Dan Demokratis
Ditinjau Berdasarkan Peraturan.Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 Tentang BUMBDes (Studi ;di Desa Sambilawang
Kecamatan ~Waringinkurung Kabupaten Serang Provinsi
Banten). Penelitian ini dilatarbelakangi * dengan _kurang
produktif nya BUMDespSambilawang, maka/ dari“itu perlu

\ adanya:.dorongan/ dari. pemerintahdesa untuk membangun
““potensi desa..Salah satunya dengan adanya desasefonom yang

dimana mampu mengurus pemerintahannya sendiri. Selain

perlu adawg mampw mengurus desanya
sendiri, pemerintah” desa juga™berkewajiban memiliki sifat

demokratis atau mampu memberikan kesempatan bagi
masyarakat  untuk  berpartisipasi langsung  dalam
pengembangan dan pembangunan desa. Perumusan masalah
dari penelitian ini adalah bagaimana kaitan politik hukum
pemerintahan desa menuju desa Sambilawang yang otonom
dan demokratis, bagaimana Implementasi penyusunan dan
kedudukan BUMDes Sambilawang ditinjau berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes?
Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:



1) Untuk mengetahui kaitan politik hukum pemerintahan desa
Sambilawang dalam pembangunan masyarakat desa
Sambilawang yang otonom dan demokratis.

2) Untuk  mengetahui  implementasi  penyusunan dan
kedudukan BUMDes Sambilawang ditinjau berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang
BUMDes."

2. Skripsi yang ditulis oleh Rita Deliana, Analisis Relevansi
Peran Notaris Terkait Legalitas Pendirian Badan Usaha Milik
Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun
2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi BUM Desa
Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa
Annur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli
Serdang) Salah satu program pengembangan Desa adalah
Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa didirikan berdasarkan
Peraturan Desa, namun ketika Pengurus BUM Desa melakukan
kegiatan operasional dalam pembukaan rekening Bank dan

[»»H pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dimintakan

' |Akta Notaris Pendlrlan BUM Desa. Demikian pada BUM Desa

\‘\5 Mencirim Mandiri dan Annur. Berdasarkan latar belakang
penelltlan tersebut akan dianalisa relevansi peran Notaris
terkait legalitas pendirian BUM Desa di BUM Desa Mencirim
Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BU BUM Desa Annur di Desa
Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian
ini menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer.
Data dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen dan
wawancara. Analisis data dilakukan dengan metode analisis
kualitatif.*2

1 Rohman Naufal, “Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa
Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 Tentang BUMDes (Studi di Desa Sambilawang Kecamatan
Waringinkurung Kabupaten Serang Provinsi Banten)” (Skripsi, Universitas Pelita
Harapan, 2019), 28.

2 R ita Deliana, “Analisis Relevansi Peran Notaris Terkait Legalitas
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 11
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3. Skripsi yang ditulis Oleh Didiet Dwiyantoro Peran Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan
Kabupaten Musi Banyuasin. Pengembangan basis ekonomi di
pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui
berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil
yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu
faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah
terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas
dan inovasi masyarakat Desa dalam mengelola dan
menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan
mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan
efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan
pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.™
Perbedaan dan persamaan dengan peneliti Didiet Dwiyantoro,
persamaan dengan.. peneliti adalah sama-sama membahas
tentang ' Badan: Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaan
dengan peneliti terdahulu yaitu peneliti. terdahulu membahas
tentang Badan Usaha Milik Desa dalam  pemberdayaan
masyarakat Desa. /7y W 0

H. Metéde penelitian 2
Metode yang.digunakan dalamspenelitian ini adalah metode

kualitatif deWtan indwya karena metode
kualitatif dengan pendekatan duktif lebih relevan dan

pengolahaan datanya penulis nantinya akan menggunakan metode
penelitian secara deskriptif. Yang memberikan gambaran tentang
Tinjauan Hukum Positif Dan Figih Siyasah Terhadap Implementasi
PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa). Sedangkan, untuk mewujudkan penelitian yang baik

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021
Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei
Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten
Deli Serdang)” (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2019), 32.

13 Didiet Dwiyantoro, “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam
Pemberdayaan Masyarakat” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), 30.
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maka dibutuhkan Langkah-langkah yang sistematis. Adapun
Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis Penelitian bersifat penelitian lapangan yaitu
penelitian yang datang secara langsung ke objek atau
lapangan yang di teliti di Pekon Balak Kecamatan Batu
Brak Kabupaten Lampung Barat pada pihak-pihak yang
bersangkutan.™
b. Sifat penelitian
Sifat penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian
kemudian akan dianalisa deskriptif dengan Analisa
kualitatif yaitu penelitian ini akan di deskriptifkan tentang
bagaimana Tinjauan Hukum Positif Dan Figih Siyasah
Terhadap Implementasi Pp No.11 Tahun 2021 Tentang
Badan Usaha Milik-Desa.
2. Data,dan sumber data
a. Data Primer
Data " primer dalam penelitian adalah  data_ yang
“dikumpulkan secard Jangsting piﬁeh peneliti melalui berbagai
\, teknik 'pengumpulantdata seperti .observasi, wawaricara,
““Kuensioner;~eksperimen, dan sebagainya. Dataf primer
adalah data asli®yang.belum pernahidianalisis sebelumnya,

sehinggawing unth validasi dan
reliabilitas penelitian.*

b. Data Sekunder
lalah data yang didapatkan dari sumber lain di luar
lapangan atau sifatnya sebagai data penunjang™ yaitu Al-
Qur'an dan Hadist, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, buku, makalah, artikel internet, dan sumber
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta,
1993), 3.

15 Cholid Narbuto, Metode Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 83.

18 sSugiyono, Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif Dan R&D (Jakarta:
Alfabeta, 2009), 225.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Mengumpulkan data ialah cara yang strategis dalam
penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh data.'” Proses
pengumpulan data pada penelitian ialah proses yang amat
menentukan terhadap proses dan hasil penelitian tersebut. Alat
dalam proses pengumpulan data yang tepat akan mendapatkan
data yang mempunyai kreadibilitas yang tinggi. Oleh sebab itu,
tahapan pengumpulan data harus tepat dengan prosedur ataupun
ciri-ciri penelitian dan tidak boleh salah. Alat pengumpulan data
pada penelitian ini ialah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara ialah teknik mengumpulkan data dengan
cara bertanya secara langsung kepada responden oleh
pewawancara dan mencatat atau merekam jawaban
tersebut.”®
Wawancaras-juga ialah .mengumpulkan data dengan
menggunakan prosedur. tanya jawab anatara peneliti dan
narasumber. ~Wawancara begitu  efektif*" dikarenakan
wawancara dilakukan secara bertatap muka demgan
responden untuk? bertanya®mengenai pribadi £responden
 fakta-fakta yangada dan pendapat ialah‘bentuk interview
Mbebas terpimpin, yaitu interviewer” dalam.gfiemberikan
pertanyaan..pada..responden«dengan cara bebas menurut

iramﬂan inter\Wpi tetap dipimpin
pada garis besar‘kerangka pertanyaan yang disiapkan oleh

inetrviewer.

b. Dokumentasi
Dokumentasi ialah teknik mengumpulkan data secara
tidak langsung diarahkan pada subyek penelitian, akan
tetapi dalam bentuk dokumen. Dokumen yang dapat
digunakan meliputi surat pribadi, buku harian, laporan
notulen rapat, catatan kasus, dan dokumen Iainnya.19 Pada

7 Sugiyono, Teknik Pengumpulan Data (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

'8 Susiadi, Metode Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan
Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 107.

¥ bid., 115.



penelitian dokumentasi ialah suatu hal yang dilakukan
peneliti untuk pengumulan data dari bermacam hal yang
dapat berupa tulisan atau gambar, seperti arsip dan buku
mengenai teori, pendapat, dalil atau hukum terkait dengan

penelitian.
4. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi dalam penelitian merujuk pada kelompok
individu, objek, atau kejadian yang ingin diteliti atau
dijelaskan oleh peneliti. Populasi dapat didefinisikan secara
spesifik atau luas, tergantung pada tujuan penelitian dan
parameter yang ingin diukur. Pemilihan populasi yang tepat
sangat penting dalam penelitian, karena sampel yang
diambil dalam populasi tersebut akan menjadi dasar untuk
membuat kesimpulan umum tentang populasi.

b. Sampel
Sampel dalam penelitian® adalah bagian populasi yang
dipilih, untuk-diteliti, sampel harus‘dipilih secara acak dan
representatif sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian
“yang lebih akurat dan, dapat diandalkan. Dalam pemilihan
\ sample}. terdapat befbagai metode yang dapat digunakan,
. é’eperti metode acak sederhana, metode stratifikési, atau

metode cluster.«Metoede yang dipililitergantung pada tujuan

penelitiaNdaya yaw
5. Teknik Pengolahan Dat

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah,

mengolah data-data secara umum dilakukan sebagai berikut:

a. Editing, ialah mengecek atau mengoreksi data yang
ditelah dikumpulkan, dikarenakan kemungkinan data
yang dikumpulkan itu diragukan dan tidak logis.”

b. Coding, ialah pengklasifikasian jawaban responden ke
dalam kriteria-kriteria atau memberi tanda maupun
catatan yang menyatakan jenis sumber atau urutan
rumusan masalah.

2 1bid., 122.
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¢. Reconstruction, ialah penyusunan dan penggambaran
ulang dari bahan yang ada secara teratur, sistematis, dan
berurutan.”!

d. Analisis Data
Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah secara
sistematis sesuai dengan permasalahan, dianalisis secara
deskriptif kualitatif yaitu langkah-langkah penelitian
yang memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tulisan
atau lisan dari orang yang berprilaku yang mampu
dimenegerti. Analisis kualitatif digunakan dengan cara
merinngkas, merinci atau menguraikan kalimat-kalimat
untuk dapat disimpulkan dengan jelas.

Metode ini dilaksanakan dengan cara penganalisaan data yang
terdapat di lapangan baik itu berupa fakta, kasus, ataupun kejadian
yang sebenarnya terjadi, selanjutnya dari fakta khusus dan konkret
ditarik generalis yangsifatnya umum:

I. Sistematika Pembahasan
Pembahasan Dalam Penelitian Ini  memiliki __Pekok
Permasalahan, penulis membuatsiétematika pembahasan“menjadi
(lima) bab:dari judulBinjauanHukum Positif Dan Fiqil{ Siyasah
Terhapat Implementasi PP No. 11 Tahun*2021 Tenfang Badan
Usaha Milik Desa#(Studi Di PekonsBalak Kecamatan Batu Brak

Kabupaten qat)” ini rr
Bab | Pendahuluan, menjelaskan tentang : Penegasan Judul,

Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian,
Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian
Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode penelitian,
Sistematika Pembahasan.

Bab Il Landasan Teori, menjelaskan tentang : Ketentuan
umum Siyasah Tanfidziyyah, Pengertian Siyasah Tanfidziyyah,
Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah, Dasar Hukum Siyasah
Tanfidziyyah, Manfaat Siyasah Tanfidziyyah, Ketentuan Umum
Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik
Desa, Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa.

2L Witarto, Memahami Pengolahan Data (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.
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Bab 11l Deskripsi Objek Penelitian, Pada Bab IIl ini
berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang
menggambarkan keadaan objek yang diteliti, serta penyajian fakta
dan data penelitian yang didapatkan ketika di lokasi penelitian.

Bab IV Analisis Penelitian, Pada Bab IV ini membahas
tentang cara untuk mendapatkan sebuah data dan informasi
sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami, dan
data penelitian yang meliputi paparan data sebelum tindakan, dan
paparan data dan penelitian setelah tindakan.

Bab V Penutup, Hasil dan pembahasan penelitian mengenai
Tinjauan Figih Siyasah terdahap Implementasi PP No. 11 Tahun
2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, bagaimana pelaksanaan
program Kerja tersebut dan pandangan Figih Siyasah Tanfidziyyah
dalam pelaksanaan terdahap program BUM Desa tersebut, juga
memberikan saran dalam pelaksanaan program BUM Desa
tersebut.

LOIA
A~ ’




BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum Siyasah Tanfiziyyah

1.

Pengertian Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah tanfidziyyah adalah bagian dari bidang siyasah
dusturiyyah, siyasah dusturiyyah bagian figh siyasah yang
membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya
juga mebahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga
demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa siyasah
dusturiyyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah
dan hubungan symbiotic antar pemerintah dan warga negara
serta hak-hak yang wajib dilindungi.”> Sedangkan Siyasah
tanfidziyyah adalah tugas melaksanakan undang-undang.
Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki
kekuasaan eksekutif (alsulzah al-tanfidziyyah).”

Kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu
olehspara pembantunya(kabinet-atau dewan=menteri) yang
dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan Kekuasaan
seksekutif dalam ISlam [disebilit al-sulzah tanfidziyyah yang

\ bertugas melaksanakan ' undang-undang.<Di sinif negara

“memiliki kewenangan untuk menjabarkan  dan
mengaktualisasikan.. perundang=undangan  yang telah

dirumusqt. Dalanrn, egara melakukan
kebijaksanaan baik’yang berh@ibungan dengan dalam negeri,
maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara
(hubungan internasional).  Pelaksana tertinggi situasi yang
berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh
menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam,

17

22 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),

2 Toha Andiko, Pemberdayaan Qawa'id Fighiyyah dalam Penyelesaian

Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern, “Jurnal Al-, Adalah”, Vol. XII, No. 1
(Bandar Lampung: Fakultas Syari“ah Universiras Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2012), (On-line), dilihat dari jurnal yang telah terakreditasi dan tersedia di:
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/issue/view/32, diakses pada 19
Oktober 2022), 166.

15



16

kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai
dengan semangat nas dan kemaslahatan.?* Kata al-Hukm yang
merupakan serapan dari bahasa Arab, yang kemudian
digunakan menjadi kata hukum. Secara etimologis bermakna
alman’u yang berarti sebuah halangan, disebutkan pula ia
bermakna alQada’ yang artinya keputusan, dan memisahkan
untuk menghalangi kedua belang pihak yang bermusuhan.?
Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah
pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan
hukum Islam, maqasid al-syariyah, yaitu: pemeliharaan
terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan
terhadap akal, pemeliharaan terhadap kehormatan,
pemeliharaan terhadap harta.”

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara
itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan
dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang
terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasullullah seperti
mempertahankan .agama,  menegakkan keadilan atau
menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui
‘penerapan hukum, meficegah keflisuhan dan melindungi- hak-
hak rakyat, melaksanakan al2ami bidalma ruf wa nahy_,‘én_ al-
“muhkar dan*jihad, mengatur perokonefian negédra dan
membagi rampasafi’perang, dan sebagainya. Kewajiban utama

dari seoraNah mempalitas syariah di
dalam umat dan enegakkaRn™ institusi-institusi yang

menyerukan kebajiakan dan mencegah kejahatan.
2. Ruang Lingkup Siyvasah Tanfidziyyah
Siyasah Tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang
sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum
meliputi hal-hal sebagai berikut:

2% Abu A’la al-Maududi, Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1993), 247.

> Ibnu Irawan, Jayusman, “Mahar Hafalan Al-qur’an Perspektif Hukum
Islam,” Palita: Journal of Social Religion Research, Vol.4 No.2 (2019): 127.
http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804

% Ibnu Irawan, Jayusman, “Mahar Hafalan Al-qur’an Perspektif Hukum
Islam,” Palita: Journal of Social Religion Research, Vol.4 No.2 (2019): 128.
http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804
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Persoalan imamabh;
Persoalan bai’ah;
Persoalan wizaroh;
Persoalan waliyul ahdi;

e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi.

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat
dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil
kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, maqosidu
syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur
masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun
perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil kulliy
tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat.
Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan
situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para
ulama, meskipun tidak seluruhnya.?’

Menurut Al:Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam
dinyatakan “dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh
seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr-tidaklah hanya
terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk

~hlembaga legislatif{ Wudikaltiffdan untuk kalangan‘dalam arti

\yang »lebih “luas® lagi. ©"Namun dikarenakan 4 praktek
Jpemerintahan_Islam tidak menyebut~istilah_khilsts untuk
badan-badan .di'bawah kepala-snégara yang bertugas meng-
executewerundanpseperti Diwan al-
Kharaj (Dewan Pajak), Diwan al-Ah’d (Kepolisian), wali
untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan
sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak
masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini
istilah ul al-amr mangalami penyempitan makna untuk
mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai
eksekutif.

Sedang untuk Kepala Negara, al-Maudu dia menyebutnya
sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.
Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, umat Islam

oo o

2" H.A. Djazuli, Figih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam
Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), 47-48.
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diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa
lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta
menghindari dosa dan pelanggaran. Kekuasaan eksekutif (al-
Sulrah al-Tanfiziyyah) terdapat beberapa bentuk kekuasaan
eksekutif yaitu :

1) Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata umat,jamaknya umam
yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa
Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus
Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari
akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam
berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam
dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian
hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut,
baik dia saleh maupun tidak.

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi
menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan
hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah
ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk
mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk
keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai

dengan kedudukannya sebagai imam.?® Dan kewajiban-

kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

a) -Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah
ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh
umat.

b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang
yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan,
sehingga keadilan terlaksana secara umum.

c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia
dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari
kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman,
tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau
hartanya.

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 137.
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d) Menegakkah hukum-hukum Allah, agar orang
tidak berani melanggar hukum dan memelihara
hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.

e) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang
cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan
menumpahkan darah muslim atau non muslim
yang mengadakan perjanjian damai dengan
muslim.

2) Bai'ah

3)

Secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu
Rasulullah saw melakukan bai’ah untuk mengikat
kesetiaan. Bai’ah Aqgabah Pertama dilakukan oleh
Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat
menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang
mulia. Bai’ah Agqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah
bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat
memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun
susah. Ba’iah Ridhwan dilakukan oleh
Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus
Utsman bin ’Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga
membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk
setia kepada Islam. Bai’ah juga telah dilakukan oleh kaum
muslimin untuk menyatakan kesetiaannya (mendengar
dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang
dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Dalam konteks
kepemimpinan dan kekuasaan, bai’ah berarti sumpah
untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali
dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.
Bai’ah ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua
macam : bai’ah ammah (baiat umum) dan bai’ah
khashshah (baiat khusus). *°
Wizarah

Kata "wizarah" mempunyai asal kata "al-wazr" yang
memiliki arti "al-tsugl" atau berat. Dikatakan demikian
karena seorang wazir memikul beban dalam menjalankan

# 1bid.
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tugas-tugas kenegaraan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan
pemerintah dan pelaksanaannya sebagain dilimpahkan
kepadanya. Dalam bahasa Arab dan persia modern, wazir
memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai
orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.
Menurut  Muhammad Igbal mengutip dari first
Encyclopedia of Islam, kata wizarah atau wazir ini
diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta,
kata ini berasal dari "Vicira" yang berarti orang yang
memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir
adalah nama dari suatu kementrian yang ada dalam
sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang
mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan
suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat,
negara, atau kerajaan yang bersangkutan.** Pengertian
wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas
yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas
Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan
tugas dakwahnya terhadap firaun. Dari pengertian-
pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa
wazir merupakan seorang pembantu kepala negara (raja

atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada

4)

pada dirinya sebagai kepala negara.
Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi

Ahl al—ham al—‘aqMIah orang-orang Yyang
mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat
(mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama figh untuk
sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil
umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya
antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara
langsung, karena itu ahl al-kall wa al-‘aqd juga disebut
oleh al-Mawardi sebagai ahl al-Khiyar (golongan yang
berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat
penting untuk memilih salah seorang di antara ahl al-

30 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam
(Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.
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imamah (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk
menjadi khalifah.*
3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyyah
a. Al-Qur’an

Siyasah Tandfidziyah tidak lepas dari Al-Qur’an, yang
menjadi  dasar  pengetahuan  tentang  kehidupan
kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil
dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur
bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan
pemimpin  dan  pemerintah, dalam  menjalankan
pemerintahan secara baik dan benar. Berikut adalah
penegasan dari sumber hukum siyasah tanfidziyyah dalam
Al-Qur’an dalam firman Allah SWT, Q.S An-nisa (4) : 59.

4 e _ % L& % o~ L% A

915 Jalil 1gmeb iy Al 15l T 15557 uddl gl b

i 1 d 47 -, . AR E o 0 o 5

aldy ) 89543 $lsh B PREILT OB O A Kia 23!

€ N ot & T R T Y P 5 g

Y asally allly Osaa s P':';S Al Js=idiy

z % o 5. me - itk

Wigli a1y Gz D

_ “Hai ‘orapig-orang yangiberiman, taatilah Allah dan
", taatilah, Rasul (Nya), dan ulil amfi di antara kamu.
kemudian jika,kamu berlainansPendapat tentang sesuatu,

Mak;wlah ia w (Al Quran) dan
Rasul (sunn a), Jika¥kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa’
(4) : 59).%

Al-Qur’an Q.S An-Nisa 4 : 59 taatlah kepada Allah
dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah
kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap
manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka.

1 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

%2 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V
(Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.
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Sunnatullah telah menetapkan, bahwasanya di antara
manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari at
Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati
mereka. Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para
umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh
pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali
manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau
mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka
mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa
dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah
Rasul-Nya, dan di dalam membahas serta menyepakati
perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada
suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah
pada Al-Qur’an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-
benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang
mu’min.tidak akan.mengutamakan sesuatu.pun atas hukum
Allah, ‘'sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir
daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi:*®

. 'Sunah 4

Selain Al-Quy/an, yanig dijadikan dasar hukum dala

\, Siyasah Tanfidziyyah®ada ‘pulatsunnah yang digunakan
““dalam dasar.hukum kedua. Sunnah mefurut istildh ialah:

Hal-hal yang.datang, dari Rasulullah.saw, baik itu ucapan,
IOerbuataWaann.34 Wya, dinyatakan
oleh Rasulullah saw :

ooy e A Ao i 3y 0B 1B w1 g B o 08

uf__,wijuxsmm%mﬁwv@df@‘

el GLc 13 j
Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu,ia
berkata. Telah bersabda Rasulullah

Shallallahu’alaihiwasallam Aku tinggalkan dua perkara

® Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, Figih Siyasah: Doktrin Dan

Pemikiran Politik Islam (Bandung: Erlangga, 2008), 200.

3 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Figih

(Jakarta: Rajawali, 1993), 47.
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yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang
teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku,
serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya
mendatangiku di Telaga (di Surga).” (HR.al-Baihagi).
c. ljma
Perbedaan pendapat diantara para ulama adalah hal
yang biasa, bahkan dalam masalah ijma apakah dapat
dilinat sebagai dalil yang syar’i atau tidak. Pada
prinsipnya, banyak ulama ushul figh berpendapat bahwa
ijma adalah upaya para mujtahid untuk menetapkan hukum
tentang hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam teks harus
memiliki dasar.®*® Banyak ulama berpendapat bahwa
kedudukan ijma adalah salah satu sumber atau topik
hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah Dalam hukum
Islam, ijma adalah keputusan kolektif menciptakan hukum
yang' baik untuk kepentingan rakyat jenis nasihat.
Pertimbangan ini lahir.dari pemikirannya ulama mufti hal
ini didasari ~oleh seorang mufti di suatu” tempat bisa
berbeda dengan pendapat seorang mufti lainya yang. berada
. ditempat yang tiflak samas’
\ d. Qiyas ' w y
Qiyas.merupakan suatu cara_pefiggunaang#e’yu untuk
menggali -hlkum_Syara’ _dalam hal-hal yang nash Al-
Qurﬂab tidakﬁ hukumnya secara
jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan
ra’yu, yaitu penggunaan ra yu yang masih merujuk kepada
nash dan penggunaan ra’yu Secara bebas tanpa
mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara
sederhana disebut Qiyas, meskipun Qiyas tidak
menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk

% syeikh Salim Al-Hilal, At Ta zim Wal Minnah Fil Intisaris Sunnah (Jawa
Timur: Uin Tulung Agung, 2014), 12-14.

% T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, Sejarah Dan Pengantar llmu Hadis (Jakarta:
Bulan Bintang, 1980), 23.

% Jayusman, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-limiyah
Wa Al- Ifta’,” Jurnal Penelitian Islam, Volume 13 Nomor 02 (2019): 306,
https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1834
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kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa Qiyas juga
menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.®

4. Manfaat Figh Siyasah Tanfidziyyah

Sesuai dengan perspektif figh siyasah tanfidziyyah
seorang fagih diharapkan mampu memberikan responden
menunjukan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi
dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu dan
teknologi tanpa harus kehilangan identitasnya. Selain itu
seorang fagih yang mendalami figh siyasah tidak akan
bingung dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama. la
dapat mentarjiz pendapat ulama tersebut. Selain itu membantu
memahami Hadis-hadis yang memiliki kaidah yang bersifat
global dan universal, serta Hadis yang mempunyai kaidah
kondisional dan situasional setempat. Mempelajari figh
siyasah sangat berguna bagi berbagai kepentingan. Ada dua
kegunaan mendasar yang dapat dipetik dari mempelajari figh
siyasah:*

a. | Kegunaan secara akademik
Kegunaan akafemik adalah kegunaan yang berkaltan
 dengan dunia pendidikan, ‘khususnya pendidikandilmu
Wpolitik yang_merupakan bagian dari.disiplin_ilmli“sosial.
Dengan mempelajari figh _siyasah, diperoleh hal-hal

sebagaiN f
1) Bertambalinya wawasan pengetahuan di bidang

ilmu sosial, terutama dalam pengetahuan politik
perspektif Islam, sehingga akan diperoleh pula
pengetahuan yang berharga ketika melakukan
perbandingan teoretis dengan ilmu politik
perspektif Barat pada umumnya.

2) Memepelajari akar-akar sejarah politik dan
pemerintahan di masa nabi saw, hingga khulafa’
al-rasyidin berguna untuk menangkap ide dasar

38 |
Ibid., 34.
¥Wahyu Abdul Jafar, “Imamah dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat,”Al-

Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume. Il Nomor 1 (2017): 130,
http://doi.org/ index.php/article/view/8272.
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dan  perinsip pembangunan  politik  dan
pemerintahannya, sehingga dapat ditemukan
unsur-unsur ideologi yang dapat diterapkan dalam
kehidupan politik di masa kini.

3) Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam figh
siyasah dapat dijadikan pedoman dan strategi
pemberlakukan normanorma politik pada masa
kini. Misalnya penerapan prinsip demokrasi
dalam kehidupan politik multipartai di Indonesia.

4) Memahami Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber
figh siyasah dapat menambah  wawasan
pemahaman dan penafsiran yang lebih luas jika
bermaksud mengambil  substansi  Qur’ani
berkaitan dengan perpolitikan di abad modern ini.

5) Mempelajari jatuh bangunnya pemerintahan pada
masa-lalu, terutama:pada masa kejayaan Islam
dan kemundurannya r = merupakan, pelajaran
berharga untuk dijadikan cermin & akademik
tentang bangun dan runtuhnya kekuasaanl di
dunia/Ty m & ;

6) Berbagai ' pemikiran -ulama < tentang4 politik,
misalnya dari al-Mawardi.al-Maududi, Ali Abdul
Razigpdan sebagainya berguna untuk menambah

w dan konwengenai kekuasaan

dan peerintahan dehigan acuan figh siyasah.

b. Kegunaan Politik

Pada dasarnya, semua kegunaa akademik di atas

dapat dijadikan rujukan perilaku politik (dalam hal
praktik) dan mungkin pula untuk dicoba terapkan dalam
konteks perpolitikan di dunia, terkecuali di Indonesia
yang sedang membangun demokratisasi politik:

1) Penegakan prinsip demokrasi dan pemilihan
umum sebagai alat untuk mencapainya
merupakan praktik langsung siyasah. Hanya
saja, apakah berbasis pada nilai-nilai Islam atau
tidak oleh karena itu, salah satu kegunaan praktis
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dalam mempelajari  figh siyasah adalah
melakukan uji coba melalui pembangunan
demokrasi dan nilai-nilai politik di Indonesia
sehingga apabila di temukan indikator
kesuksesan, dunia akan bercermin kepada
“demokrasi gaya Indonesia”.

2) Untuk menjalani semua itu, pemerintahan
melahirkan  berbagai  kebijakan  berupa
perundangan atau berbagai peraturan. Peraturan
perundangan yang dimaksud merupakan bagian
dari produk politik ekonomi yang dalam kajian
figh siyasah memiliki kegunaan praktis yang
sangat signifikan dalam mencapai dalam
kemaslahatan umum.

B. Peraturan pemerintah/Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan

Usaha Milik Desa
1. Ketentuan Umum-Peraturan Pemerintah- Nomor= 11 Tahun

2021 -
\Undang-Undang Nemomg1 LéTahun 2020 tentang- Cipta
Kerja telah menegaskaitkedudukan'BUM Desa sebagai badan

“hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau-bersama Résa-Desa

guna mengelola.usaha, memanfaatkansaset, mengembangkan
investasi Was, menw pelayanan, dan
menyediakan jenis USaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan status sebagai badan
hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin
penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat,
produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha
masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi
lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi
penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa

mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi
pengungkit kemandirian Desa. Peraturan Pemerintah ini

%0 syyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.
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sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan
BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang
pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi
pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama
dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama. Untuk itu
dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara rinci perangkat
Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat,
pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas
masing-masing perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa
bersama, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat
Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta ketentuan
untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM
Desa bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya
secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.
Semangat kekeluargaan. dan kegotongroyongan diwujudkan
secara. nyata. dengan  menempatkans=" Musyawarah
Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi_dalam
pengambilan keputlisan BUM 'Desa/BUM Desa bérsama dan
\  ditegaskan bahwa keputusan! Msyawarah-Desa/Musyavarah
"Antar Desa-diambil berdasarkan musyawarah untdk mencapai
mufakat. Kebijakan ini selaras™dengan amanat Undang-
Undangﬂpenemp arah Desa sebagai
forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa,
Pemerintah  Desa, dan unsur  masyarakat  untuk
memusyawarahkan dan menyepakati hal yang Dbersifat
strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan
demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi
wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa,
dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa/BUM Desa
bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.
Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai
pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar
dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana
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program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit
usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan
retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil
usaha, kerugian, penghentian kcgialan usaha, serta pembinaan
dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.*!

Tujuan Dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021
tentang badan usaha milik desa diuraikan 5 yang menjadi
tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama didirikan diantaranya:

a. melakukan kegiatan usaha ekonomi  melalui

pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan
produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.

b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui

penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan
kebutuhan umurn masyarakat Desa,. dan mengelola

c. wmmemperoleh keuntungan atau laba sbersih bagi
peningkatan pendapatan asli Desa seria
mcngembangkahy, sebesdf-besarnya manfaat'" atas
surnber daya/ekenomi masyarakat Desa

S pemanfaatan Aset Desa guna.~menciptakdn  nilai

€. meqekosistewwtal di Desa.*?
Tinjauan Yuridis Peraturan ‘Pemerintah Nomor 11 Tahun

Eksistensi Desa sebagai bagian dari negara yang diakui
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengalami kemajuan
seiring berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya
adalah sumber daya manusia yang semakin mengambil
banyak peran dalam mengembangkan dan berkontribusi untuk

! Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik

2.
2021
lumbung pangan Desa.
tanmbah atasiAset Desa.
3.
2021
mengelola desa.
Desa.

2 1bid.
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Pemerintah pusat menjalankan tugasnya untuk membuat
peraturan perundang-undangan mengenai desa secara khusus
dengan memberikan inovasi mengenai Badan Usaha Milik
Desa. Tentu berkembangnya peraturan perundang-undangan
harus diiringi dengan tanggapan yang cepat dari masyarakat
Desa itu sendiri untuk menerapkan peraturan perundang-
undangnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Badan Usaha Milik Desa ditetapkan presiden Joko Widodo
pada tanggal 2 februari 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
diundangkan menkumham Yasona H Laoly di Jakarta pada
tanggal 2 Februari 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Badan Usaha Milik Desa ditempatkan pada Lembaran Negara
Republik. Indonesia tahun 2021 nomor 21. Penjelasan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan
Usaha Milik Desa ditempatkan -pada tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6683.% 1

, Badan Usaha /Milik gDes@)diamanatkan pada‘ Peraturan
\ Pemerintah No. 119Tahun 202 1'Tentang Badan Usaha Milik
Besa (selanjutnya disebut PP No. 11/2021). Seteldh peraturan
pemerintah tentang.Desa, BUM:Desa kembali dibahas dalam
bentuk ang de isi yang berbeda.
Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, BUM Desa adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
olen Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan wusaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa. Artinya, dalam undang-
undang ini status BUM Desa bukan merupakan badan usaha
yang berbadan hukum tetapi merupakan badan usaha yang
tidak berbadan hukum. Hal ini membuktikan bahwa cikal
bakal BUM Desa adalah sebagai badan hukum, sehingga

“3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Badan Usaha Milik Desa
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konsep dan gagasan utama BUM Desa pada awalnya memang
sengaja dibentuk berbadan hukum.

Di Indonesia, badan usaha dapat dibedakan menjadi 2
(dua) kategori, yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum
(selanjutnya disebut sebagai badan usaha) dan badan usaha
yang berbadan hukum (selanjutnya disebut sebagai badan
hukum). Kedua jenis badan usaha tersebut dapat dibagi lagi
menjadi badan usaha yang dilakukan secara perseorangan
(individual)  ataupun  dilakukan  secara  persekutuan
(partnership).

Badan-badan usaha yang ada di Indonesia ini, baik yang
berbentuk badan hukum maupun tidak, kemudian dibagi lagi
kedalam berbagai macam bentuk, yakni Maatschap, CV,
Firma, PT, BUMN/BUMD, Yayasan, dan Koperasi. Sebagai
sebuah badan yang berdiri di Indonesia, BUM Desa juga turut
memiliki bentuknya-sendiri Perubahan status BUM Desa
menjadi badan hukum dilandasi atas pengesahan UU No. 11
tahun=2020 Pengaturan mengenai -BUM Desa kemudian
dituliskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah'Nomor_ld

“Tahun 2021 (selanjutfiya disebdt\PP No. 11/2021)4tentang

BUM Desa.”!

““UPR._No. M..tahun 2021 ini terdiri_atas 78 pasal’ yang

mengatur tentangsSubstansi dan pelaksanaan teknis dari BUM

Desa se hukur'.haru. Sebagai
konsekuensinya, pengaturan dan *Ciri dari BUM Desa akan

memiliki beberapa perbedaan dengan jenis badan hukum lain
yang selama ini dikenal di Indonesia, seperti PT, yayasan, dan
koperasi

Pada saat ini, BUM Desa memiliki kedudukan setara
dengan badan hukum lain dan sekaligus memiliki legal
standing-nya sendiri. Ketika masih menjadi badan usaha,
pertanggungjawaban BUM Desa melekat pada masing-masing
pengurusnya sebagai orang-perorangan (natuurlijk persoon).

* Rohman Naufal, “Politik Hukum Pemerintahan Desa Menuju Desa

Otonom Dan Demokratis Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 Tentang BUMDes,” Jurnal IImu Hukum Fakultas Syariah, Volume 8
Nomor 2 (Oktober 2021): 44, Https://Jih.Ejournal
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Dengan kata lain, subjek hukumnya melekat pada para
pengurusnya dan bukan pada badan usaha itu sendiri. Karena
ia bukan hukum, ia tidak bisa dikategorikan sebagai subjek
hukum namun kini, BUM Desa telah menjadi suatu subjek
hukum tersendiri. Pertanggungjawaban hukumnya melekat
pada badan hukum itu sendiri sebagai (rechtpersoon).
Menurut Jimly Asshidigie, suatu badan hukum harus
memenuhi unsur-unsur berupa:

1. Pemisahan harta kekayaan pribadi dengan perusahaan

2. Tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan

3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum

4. Organisasi kepengurusan bersifat teratur

5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Empat syarat-pertama dapat-dikategorikan sebagai syarat
materiil, sedangkan  syarat terakhir dapat dikategorikan
sebagal syarat formil. Jika mengacu pada spengertian yang
diberikan oleh Jimly Asshidigie, maka unsur pertama BUM
“"\Desa sebagai badal’ hukum imiénjadikan BUM Desa memiliki
\ hartanya sendiri /sehingga ketika terjadi kebangkrutan maka
Ypertanggtingjawaban hanya dibebankan“pada kekdyaan milik
BUM Desa, .bukan, pada kekayaan..harta pribadi pengurus-

pengurwn padapya, tidak terjadi
perubahan apapun‘mengenai pemisahan harta kekayaan BUM
Desa, sebab sebelum UU No. 11 tahun 2020 diundangkan
pun, kekayaan BUM Desa telah dipisahkan dari kekayaan
pengurus-pengurusnya.
Untuk unsur kedua, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor
11 tahun 2021 telah menuliskan tujuan-tujuan pendirian BUM
Desa, di antaranya :
1. Untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum masyarakat
desa.
3. Memperoleh  keuntungan/laba  bersih  untuk
peningkatan pendapatan asli desa.
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4. Pemanfaatan aset desa.
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di
desa.”®
Penjelasan umum atas Peraturan Pemerintah No. 11 tahun
2021 juga menjelaskan bahwa tujuan utama BUM Desa
adalah demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,
bukan hanya demi kesejahteraan orang-perorangan. Unsur
ketiga, yakni kepentingan dalam lalu lintas hukum, terwujud
dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 11
tahun 2021 yang menyatakan bahwa BUM Desa adalah untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Unsur
keempat yakni mengenai pengorganisasian BUM Desa juga
turut tercantum dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor
11 tahun 2021 mengenai Organisasi dan Pegawai BUM
Desa/BUM Desa Bersama. Perangkat organisasi BUM
Desa/BUM  Desa bersama sendiri-terdiri atas musyawarah
desa/musyawarah  antar. .desa, penasihat, pelaksana
operasional, dan pengawas. Sama seperti-unsur pertama, unsur
kedua, ketiga, dan keempat dari BUM Desa sebelum menjadi
“batlan hukum dan setélah menjadi badan hukum jugatidak
“*__mengalami_perubahan®apapun.t Unsur kelima  inilah4yang
“menjadi faktor-pembeda terbesar di antara-BUM Desdsebagai
badan usaha dan.BUM.Desa sebagaitbadan hukum.

C. Tinjauan Umum Tenta!g Badan &aha Milik Desa ( BUM

Desa )
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa
Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki olenh Desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.*®

“* Ibid., 45-47.
% Harry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Bumdes
(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 2.
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BUM Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan
Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika
pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUM Desa, maka
kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa
memberikan "goodwill" dalam mérespon pendirian BUM Desa.
Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi
dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan
lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar
keberadaan dan kinerja BUM Desa mampu memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan
warga desa.”” Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan
Bumdes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya
yaitu:

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara

bersama.

b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari
masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham
atau andil).

C. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisniss/ang
berakar dari budaya loKal (local wisdom). .

d. »Bidang-usahayang dijalankan didasarkan pada potensi
danthasil informasi pasar. ==

e. Keuntungan.. yang _dipereleh ditujukan  untuk

kesejahw (penyerta modal)
dan masyarakat melalui kebijakan desa (village

policy).

f. Difasilitasi oleh Pemerintah pusat, Pemprov, Pemkab,
dan Pemdes.

g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara Bersama
(Pemdes, BPD, anggota).*®

47 Amalia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai
Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan
Perekonomian Desa,” Journal Of Rural And Development, Volume 5 Nomor 1
(Februari 2014): 2, Https://Jurnal.Uns

* 1bid., 0., n.d.
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2.

BUM Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal
usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas
mandiri. ini berarti pemenuhan modal usaha BUM Desa
bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak
menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan
pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah
Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan
uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan BUM Desa adalah suatu badan yang
didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan
pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh
pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperolah
keuntungan Bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan
Asli Desa.

Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Permendes Nomer 4 tahun 2015 tentang
pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUM
Desa, BUM Desa memiliki tujuan untuk:

a. Meningkatkan perekonomian desa.

b. MengoptimalkalV jasét desa agar bermanfaat untuk

~ kesejahteraan desa. b

%ew, Meningkatkan usaha masyarakat..dalam pengelolaan

potensi ekonomi.desa.

d. Menﬂrencana Waha antar desa
dan/atau dengan‘pihak ketiga.

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang
mendukung kebutuhan layanan umum warga.

f. Membuka lapangan kerja.

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi desa.

h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan
pendapatan asli desa.*

49 Kadek Sumiasih, “Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata,”

Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 7 Nomor 4 (Desember 2018): 574,
Https://Pdfs.Semanticscholar.Org/5a30/19570e912d0549498b0dfcd6df06967e703d.P

df
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Pendirian dan pengelolaan BUM Desa adalah merupakan
perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang
dilakukan secara kooperatif, partisipatif emansipatif,
transparansi akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu
upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha
tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan
mandiri.

Untuk mencapai tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara
memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat
melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola
masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini
diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUM
Desa akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam
menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut
mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar
desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku
standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata
aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak'menimbulkan
distorsi. ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang

“Adijalankan oleh BUM,Dgsa.>%
s, Dasar Hukum'BadafitUsaha M|I|k Desa

wPengaturan mengenai pendirian BUM Desa dlatur dalamn
beberapa peraturan  perundang- undangan yaitu sebagai

berikutﬁ f
a. Undang-Undang Nomor*6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 87 sampai Pasal 90.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa.

c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib
Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

19.

50 Harry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian Dan Pengolahan Bumdes, 18-
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d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan
dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik
Desa.”

-~

%1 1bid., 13-16.
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